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GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 7 - /B.X/HK/2012

TENTANG

4

PENETAPAN KODE LOKASI SATUAN KEliJA PERANGKAT DAERAH DAN
UNIT PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

a.

[

OS]

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka pengamanan dan memberikan kejelasan status
kepemilikan dan penggunaan barang pada masing-masing pengguna barang
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah ditetapkan kode lohasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pengguna Barang di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/139/B.X/HK/2011 tanggal 21 Maret 2011;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Lampung agar kods
lokasi dan kode aplikasi di dalam Laporan Inventaris Barang Daerah pada
Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung dapat
terintegrasi dengan Laporan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
dipandang perlu untuk meninjau lkembali Keputusan Gubernur dimaksud:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
hurut b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan kembali kodez
lokasi Satuan Kerja Perangkar Dacrah dan Unit Pengguna Barang
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan
Keputusan Gubernur:

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undung
Nomor 12 Tahun 2008:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik  Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 3& Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I1 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tatakerja Seckretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentung
Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangurian
Dacrah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung:



Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tatakerja Dinas Duaerah Provinsi Lampung:

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat
Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung:

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KODE LOKASI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PENGGUNA
BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS] LAMPUNG.

Menetapkan Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pengguna
Barang di Lingkungan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung dan Kode Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah Modul Aset
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kode Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:

a.

b.

nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri terdiri dari 10
(sepuluh) digit.

nomor Kode Lokasi Unit Pengguna Barang pada suatu Satuan Keria
Perangkat Daerah terdiri dari 14 (empat belas) digit yang merupakan
gambaran kode lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah ditambah kode lokasi
Unit Pelaksana Teknis.

. nomor Kode Lokasi Sub Unit Pengguna Barang pada suatu Satuan Kerja

Perangkat Daerah terdiri dari 16 (empat belas) digit yang merupakin
gambaran kode lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah ditambah kode lokasi
Unit Pelaksana Teknis ditambah kode lokasi Sub Unit Pengguna Barang.

.nomor 00 pada digit terakhir Kode Lokasi Unit Pengguna Barang

menerangkan bahwa unit pengguna barang tersebut adalah intansi induk
pada Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sama.

. nomor 01. 02, 03 dan lain-lain pada Kolom 9 menerangkan bahwa unit

pengguna barang tersebut adalah unit pelaksana teknis pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang sama.

Kode Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah Modul Aset meliputi:

a.

b.

nomor Kode Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah Modul Aset
Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri terdiri dari 5 (lima) digit.

nomor Kode Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah Modul Aset Unit
Pengguna Barang pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari 5
(lima) atau 7 (tujuh) digit yang merupakan gambaran kode lokasi Satuan
Kerja Perangkat Daerah ditambah kcde lokasi Unit Pelaksana Teknis bila
ada.

nomor Kode Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah Modul Aset Sub
Unit Pengguna Barang pada suatu Satuan Kerja Perangkat Dacrah terdiri
dari 16 (empat belas) digit yang merupakan gambaran kode lokasi Satuart
Kerja Perangkat Daerah ditambah kode lokasi Unit Pelaksana Teknis
ditambah kode lokasi Sub Unit Pengguna Barang bila ada.

.nomor 00 pada digit terakhir Kode Lokasi Unit Pengguna Barang

menerangkan bahwa unit pengguna barang tersebut adalah intansi induk:
pada Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sama.

- nomor 01. 02. 03 dan lain-lain pada Kolom 9 menerangkan bahwa uni:

pengguna barang tersebut adalah unit pelaksana teknis pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang sama.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

Instansi Induk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertangoung jawab
untuk mengkoordinir dan mengumpulkan semua data pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan ditetapkannya Keputusan inl. maka Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/139/B.X/HK/2011 tentang Penetapan Kode Lokasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Unit Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirnan dalam Keputusan tni akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telul\betur}g
pada tanggal 7./ - _* 2012

GUBERNUR LAMPUNG
ttd

SJACHROEDIN Z.P.

I Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung:

sl

2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung:

3. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Biro/ UPTD se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetunz.



LAMPIRAN  KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR  : G/ -~ * “/BX/HK/2012
TANGGAL S 2012

KODE LOKASI DAN KODE APLIKASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, UNIT PENGGUNA BARANG DAN
SUB UNIT PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

11.08.00.05.01.00.01
1030101

NO. URAIAN SKPD/ NO. URAIAN UPB / URAIAN NAMA SUB UPB/
URUT KODE LOKASI SKPD URUT KODE LOKASI UPB / KODE LOKAS! SUB UPB/
SKPD KODE APLIKASI| SIPKD SKPD urB KODE APLIKASI SIPKD UPB KODE APLIKASI SIPKD SUB UPB

1|Dinas Pendidikan 1 |Sekretariat Dinas Pendidikan Sekretariat Sekretariat Dinas Pendidikan
11.08.00.08.01 11.08.00.08.01.00.00 11.08.00.08.01.00.00.00
1.01.01 1.01.01.00 1.01.01.00.00
Kwartir Daerah Pramuka
11.08.00.08.01.00.00.01
1.01.01.00.01
Sekolah Luar Biasa Provinsi Lampung
11.08.00.08.01.00.00.02
1.01.01.00.02
2 |UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
11.08.00.08.01.01
1 01.01.01
3 |UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
11.08.00.08.01.02
1.01.01.02
2|Sekretariat Dinas Kesehatan 4 |Sekretariat Dinas Kesehatan
11.08.00.07.01 11.08.00.07.01.00.00
10201 1.02.01.00
5 |UPTD Balai Pelatihan Kesehatan T T o T
11.08.00.07.01.00.01
1.02.01.01
6 |UPTD Laboratorium Kesehatan
11.08.00.07.01.00.02
1.02.01.02
3[|RSU Dr. H. Abdul Moeloek 7 |RSU Dr. H. Abdul Moeloek
11.08.00.07.02 11.08.00.07.02.00.00
1.02.02 1.02.02
| 4|Rumah Sakit Jiwa Daerah 8 |Rumah Sakit Jiwa Daerah
11.08.00.07.03 11.08.00.07.03.00.00
1.02.03 1.02.03
5|Dinas Bina Marga 9 |Sekretariat Dinas Bina Marga
11.08.00.05.01 11.08.00.05.01.00.00
1.03.01 1.03.01.00
10 |UPTD Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah |

1

LJPTD Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I}
11.08.00.05 01.00.02
103.01.02




NO.

URAIAN SKPD/

NO.

URAIAN UPB /

URAIAN NAMA SUB UPB/

URUT

KODE LOKASI SKPD

URUT

KODE LOKASI UPB /

KODE LOKASI SUB UPB/

SKPD

KODE APLIKASI SIPKD SKPD

urPB

KODE APLIKASI SIPKD UPB

KODE APLIKASI SIPKD SUB UPB

12

UPTD Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah |11
11.08 00.05 01.00 03
1.03.01 03

13

UPTD Balai Pengujian Laboratorium
11.08.00.05.01.00 04
1.03.01.04

[#2]

11.08.00.05.02
1.03.02

Dinas Pengairan dan Permukiman

Sekretanat Dinas Pengairan dan Permukiman
11.08 00.05 02.00.00
1.03.02.00

UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah |
11.08.00.05.02.00.01
1.03.02.01

UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah il

11.08.00.05.02.00.02

BV RVIVRY o]

1.03.02.02

UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Il
11.08.00.05.02.00.03
1.03.02.03

18

UPTD Balai Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan
11.08.00.05.02.00.04
1.03.02.04

~

11.08.00.15.01
1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

19

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.08.00.15.01.00.00
1.06.01.00

20

UPTD Pengelola Data Spasial
11 08.00.1501.00 01
1.06.01.01

N
vy

Sekretariat Dinas
11.08.00.15.01.00.00
1.06.01 00

22

UPTD Bina Sistem dan Operasional Transportasi
11.08.00.15.01.00.01
1.06.01.01

O

11.08.00.16.01
1.08.01

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

23

Sekretariat Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
11.08.00.16.01.00
1.08.01.00

24

UPTD Laboratorium Badan Lingkungan Hidup
11.08.00.16.01.01
1.08.01.01

10|Dinas Sosial
11.08.00.09.02
1.13.01

25

Sekretariat Dinas Sosial
11.08.00.09.02.00.00
1.13.01.00

26

UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha
11.08 00.09.02.00.01
1.13.01.01




NO.

URAIAN SKPD/

NO.

URAIAN UPB /

URAIAN NAMA SUB UPB/

URUT

KODE LOKASI SKPD

URUT

KODE LOKASI UPB /

KODE LOKASI SuB UPB/

SKPD

KODE APLIKASI SIPKD SKPD

UPB

KODE APLIKASI SIPKD UPB

KODE APLIKASI SIPKD SUB UPB

27

UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin intan
11.08.00.09 02.00.02
1.13.01 02

28

UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Tuna Nixlra
11.08.00.09 02.00.03
1.13.01 03

29

UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih
11.08.00.09.02.00.04
1.13.01.04

30

UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna
11.08.00.09.02.00.05
1.13.01.05

11|Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11.08.00.10.01

1.14.01

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.08.00.10.01.00.00

1.14.01.00

32

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung
11.08.00.10.01.00.01
1.14.01 01

33

UPTD Balai Lathan Kerja (BLK) Kallanda
11.08.00.10.01.00.02
1.14.01.02

34

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Metro
11.08.00.10.01.00.03
1.14.01.03

35

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Way Abung
11.08.00.10 01 00.04
1.14.01.04

(&%)
<

PIDTH Dalai Pansanboemsas O
VI v paiai v Ciigeinidaiigaii 1

11.08.00.10.01.00.05
1.14.01.05

37

UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11.08.00.10.01.00.06
1.14.01.06

38

UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi
11.08.00.10.01.00.07
1.14.01.07

39

UPTD Balai Pengelola Museum Ketransmigrasian
11.08.00.10.01.00.08
1.14.01.08

12|Sekretariat Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

11.08.00.12.02
1.15.01

40

Sekretariat Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
11.08.00.12.02.00.00
1.15.01 00

Sekretariat Sekretariat Dinas Koperindag
11.08.00.12.02.00.00 00

1.15.01.00.00

Dewan Kerajinan Nasional Daerah
11.08.00.12.02.00.00 01

1.15.01.00.01




NO.
URUT
SKPD

URAIAN SKPD/

NQO.

URAIAN UPB /

URAIAN NAMA SUB UPB/

KODE LOKASI SKPD

URUT

KODE LOKAS!I UPB /

KODE LOKASI SUB UPB/

KODE APLIKASI SIPKD SKPD

upPB

KQODE APLIKASI SIPKD UPB

KODE APLIKASI SIPKD SUB UPB

41

UPTD Balai Metrologi
11 08 00.12 02 00 01
115.01.01

42

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang
11 08 00 12 02.00 02
115.01.02

43

UPTD Balai Industri Logam. Keramik dan Bahan Bangunan
11.08 00.12.02.00.03
115.01.03

44

UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi UMKM
11.08.00.12.02.00.04
1.15.01.04

45

UPTD Balai Perkuatan Modalan Koperasi UMKM
11.08.00.12.02.00.05
1.15.01.05

13

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
11.08.00.12.01
1.16.01

46

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
11.08 00 1201 00.00
1.16.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11 08.00.17.01
1.17.01

47

Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Panwisata
11.08.00.17.01.00.00
1.17.01.00

48

UPTD Museum Negeri
11.08.00.17.01.00.01
1.17.01.01

49

UPTD Taman Budaya
11.08 00.17.01 00.02
1.17.01.02

(%))
o

1IDTN DAanastal
i o e Cnglili

11.08.00.17.0
1.17.01.03

an Maoma
Gt mCria

.00.03

15

Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga
11.08.00.08.02
1.18.01

51

Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga
11.08.00.08.02.00.00
1.18.01.00

Sekretriat Sekretariat Dinas Pemuda
11.08.00.08.02.00.00.00
1.18.01.00.00

Sekretariat KONI
11.08.00.08.02.00.00.01
1.18.01.00.01

52

UPTD Pengelolaan Gelanggang Olah Raga
11.08.00.08.02.00.01
1.18.01.02

16

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
11.08.00.18.01
1.19.01

53

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
11.08.00.18 01 00.00
1.19.01.00

Sekretariat Badan Kesbangpol
11.08.00.18.01.00.00.00
1.19.01.00.00

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
11.08.00 18.01.00.00.01

~]1.1901.00.01



http:01.00.01
http:11.08.00
http:115.01.03

NO. URAIAN SKPD/ NO. URAIAN UPB / URAIAN NAMA SUB UPB/
URUT KODE LOKASI SKPD URUT KODE LOKAS!I UPB / KODE LOKASI SUB UPB/
SKPD KODE APLIKASI SIPKD SKPD upPB KODE APLIKASI SIPKD UPB KODE APLIKASI SIPKD SUB UPB

17(Satuan Polisi Pamang Praja 54 |Satuan PolisiPamong Praja
11.08.00.18.02 1108.00.18 02.00 00
1.19 02 1.19.02
18[Sekretariat Daerah 55 |Biro Umum
11 08 00.04.01 11.08.00.04.01.00.01
1.20.03 1.20.03.01
56 |Biro Keuangan
11.08.00.04.01.00.02
1.20.03.02
57 |Biro Sosial Sekretariat Biro Sosial
11.08.00.04.01.00.03 11.08.00.04.01.00.03.00
1.20.03.03 1.20.03.03.00
Lembaga GNOTA
11.08.00.04.01.00 03.01
1.20.03.03.01
58 |Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
1108 00.04.01.00.04
| |1.20.03.04
59 |Biro Tata Pemerintahan Umum
11.08.00.04.01.00.05
1.20.03.05
60 [Biro Hukum
11.08.00.04.01.00.06
1.20.03.06
61 (Biro Organisasi
11.08.00.04.01.00.07
1.20.03.07
62 |Birc Administrasi Pembangunan
11.08.00.04.01.00.08
1.20.03.08
63 |Biro Perekonomian
11.08.00.04.01 00.09
1.20.03.09
64 |Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Biro Pemberdayaan Perempuan
1108.00.04.01.00.09 11.08.00.04.01.00.09.00
1.20.03.09 1.20.03.09.00
Kantor PKK
11.08.00 04.01.00.09.01
1.20.03.09.01
Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung
11.08.00.04.01.00.09.02
120.03.09.02
65 |Biro Otonomi Daerah

11.08.00.04.01 00.10
1.20.03.10




NG.
URUT
SKPD

URAIAN SKPD/

NO.

URAIAN UPB/

URAIAN NAMA SUB UPB/

KODE LOKASI SKPD

URUT

KODE LOKASIUPB /

KODE LOKASI SUB UPB/

1

KODE APLIKASI SIPKD SKPD

upPB

KODE APLIKASI SIPKD UPB

KODE APLIKASI SIPKD SUB UPB

19

Sekretariat DPRD
11.08.00.01.01
1.20.04

66

Sekretariat DPRD
11 08 00.01 01 00 00
1.20.04

20

Dinas Pendapatan
11.08.00.13.01
1.20.05

67

Sekretariat Dinas Pendapatan
11 08.00.13.01.00.00
1.20.05.00

68

UPTD Pajak Daerah Witayah |
11.08.00.13.01.00.01
1.20.05.01

69

UPTD Pajak Daerah Wilayah Il
11.08.00.13.01.00.02
1.20.05.02

70

UPTD Pajak Daerah Wilayah [l|
11.08.00.13.01.00.03
1.20.05.03

7

UPTD Pajak Daerah Wilayah IV
1108.00 13.01.00 04
1.20.05 04

72

UPTD Pajak Daerah Wilayah V
11.08.00.13.01.00.05
1.20.05.05

21

Inspektorat Provinsi
11.08.00.14.01
1.20.06

73

Inspektorat Provinsi
11.08.00.14.01.00.00
1.20.06

22

Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung
11.08.00.20.01
1.20.07

74

Skretariat Sekretraiat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung
11.08.00.20.01.00.00
1.20.07 00

=
[%,]

Acenrmna R~
Asrama Maha

11.08.00.20.01
1.20.07.01

YY)
1SW

00.01

| 2m
wam

76

Asrama Mahasiswi Lampung di Jakarta
11.08.00.20.01.00.02
1.20.07 02

77

Asrama Mahasiswa Lampung di Bandung
11.08.00.20.01.00.03
1.20.07.03

78

Asrama Mahasiswa Lampung di Yogyakarta
11.08.00.20.01.00.04
1.20.07 04

79

Asrama Mahasiswi Lampung di Yogyakarta
11.08.00.20.01.00.05
1.20.07.05

80

Anjungan Lampung TMII di Jakarta
11 08.00.20.01.00.06

1.20.07.06







NC.

URAIAN SKPD/

NO.

URAIAN UPB /

URAIAN NAMA SUB UPB/

URUT

KODE LOKASI SKPD

URUT

KODE LOKASI UPB /

KODE LOKASI SUB UPB/

SKPD

KODE APLIKASI SIPKD SKPD

urPB

KODE APLIKASI SIPKD UPB

KODE APLIKASI SIPKD SUB UPB

111

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi
11.08.00 11.06.00 03
2.01.04.03

112

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani
11.08.00.11.06 00 04
2.01.04.04

113

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Muara Dua
11.08.00.11.06.00.05
2 01.04.05

39

Dinas Pertambangan dan Energi
11.08.00.12.03
2.03.01

14

Dinas Pertambangan dan Energi
11.08.00.12.03.00.00
2.03.01

40

Dinas Kelautan dan Perikanan
11.08.00.11.05

2.0501

15

Dinas Kelautan dan Perikanan
11 08 00 11 05.00.00
2.05.01.00

116

UPTD Balai Laboratorium, Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Penkanan
11.08.00.11.05.00.01
2050101

117

UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Baral
11.08.00.11.05.00.02
2.05.0102

18

UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Timur
11.08.00.11.05.00 03
2.05.01.03

19

UPTD Balai Budidaya ikan
11.08.00.11.05.00.04
2.05.01.04

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.




